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ABSTRAK 
 
Fenomena golput tidak dapat dipungkiri selalu ada pada setiap pemilihan umum baik 
pemilihan presiden, gubernur maupun legislatif. Golput pada awalnya merupakan gerakan 
moral yang diproklamirkan pertama kali di Gedung Budaya Jakarta sebagai bentuk protester 
hadap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara pada waktu itu. Golput selalu eksis 
dalam setiap pemilihan umum, hal ini dikarenakan sistem demokrasi karena dalam sistem ini 
rakyat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan kh ususnya dalam 
hal memilih kepala negara atau kepala pemerintahan. Memilih merupakan hak setiap warga 
negara yang telah dinyatakan dewasa ole hundang-undang untuk memberikan hak pilihnya 
dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih presiden, legislatif, gubernur 
dan bupati. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan MUI Lampung 
mengenai alasan golput dalam pilkada dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap 
golput dalam pilkada. 
Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan deskriptip analisis yang 
menggunakan pendekatan perilaku dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung 
dari partisipasi dan informasi dari objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dengan 
pihak terkait, dan dokumentasi. Pihak penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah 
MUI Provinsi Lampung. 
Dalam Hukum Islam Golput itu tidak diperbolehkan atau bisa dikaktakan haram karena 
jika sebuah negara tidak ada seorang pemimpin  maka akan terjadi kekosangan dalam 
kepemimpinan dan negara akan menjadi sangat kacau. Jadi Sebagai warga negara wajib 
memilih dalam pemilihan umum, maka keberadaan seorang pemimpin itu sudah menjadi 
sebuah kebutuhan suatu negara. Upaya yang dilakukan oleh pihak MUI provinsi lampung 
agar tidak terjadi golput yaitu dengan cara memberikan suatu pemahaman bawasannya alam 
demokrasi ini memerlukan pemimpin dan pemimpin itu harus dipilih sesuai dengan hati 
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A. Penegasan Judul 
Guna untuk memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu 
penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. 
Judul karya ilmiah ini adalah “ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI 
GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
MENURUT PERSPEKTIF MUI LAMPUNG”. Judul tersebut terdiri dari 
beberapa istilah sebagai berikut: 
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu permasalahan (karangan, 




2. Hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan 




3. Golput merupakan golongan putih fakta dalam setiap penyelenggaraan 
pemilu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, cenderung 
meningkat disetiap penyelenggaraan pemilu. Prilaku tidak menggunakan 
hak suara untuk memilih pemimpin yang dipercaya mampu merubah nasib 
rakyat Indonesia yang disebut golput.
3
 
                                                             
1
Sudarsono, Kamus Hukum (Edisi Baru), (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007), h.32 
2
Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.9 




4. Pilkada merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap 
tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik 




5. Perspektif adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan, padang luas.5 
6. MUI adalah lembaga yang mewadahi para ulama zu‟ama, dan cendikiawan 
Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum 
Muslimin di seluruh Indonesia.
6
 
Berdasarkan penjelasan diatas, yang dimaksud dalam judul skripsi ini 
adalah: “Analisis Hukum Islam Mengenai Golput Dalam Pilkada Menurut 
Perspektif MUI Lampung”, untuk menganilis golput menurut pandangan 
MUI Lampung. 
B. Alasan Memilih Judul 
Sebagai alasan  yang mendorong memilih judul “Analisis Hukum Islam 
Mengenai Golput Menurut Perspektif PemikiranMUI Lampung”, adalah 
sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
 Saat Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR (Dewan Perwakilan 
Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan lainnya untuk memilih 
seorang pemimpin yang baik bagi negara ini justru masyarakat enggan 
                                                             
4
Muchlisin Riadi, “Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)” (On-line), tersedia di : 
https://www.kajianpustaka.com (6 Oktober 2018,14:20), dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. 
5





memilih karna para calon dalam pilkada tidak sesuai dengan kriteria yang 
diinginkan sehingga membuat masyarakat golput. Dalam hukum Islam dan 
menurut MUI Lampung bahwa golput itu tidak di bolehkan atau dapat 
dikatakan bahwa golput itu tidak dibolehkan atau dapat dikatakan haram 
apabila mempengaruhi orang lain tidak dalam memilih dalam pilkada maka 
akan terjadinya kekosongan sebuah negara tersebut. Permasalahan seperti 
ini yang membuat  penulis untuk meneliti.
7
 
2. Alasan Subjektif 
Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara lebih 
terperinci, karena adanya relevansi permasalahan tersebut dengan disiplin 
ilmu yang dipelajari. 
C. Latar Belakang Masalah 
Negara Demokrasi ialah julukan yang sangat diidam-idamkan setiap 
orang sebagai masyarakat negara seluruh dunia. Dimana setiap lapisan 
masyarakatdapat bebas berbicara, bebas mengeluarkan pendapat, bebas 
mengkritik, bakan mengawasi jalannya pemerintahan. Semua kebebasan 
didasari oleh visi dan misi sebuah negara yang mengharapkan kesejahteraan 
dan kemakmuran yang menyeluruh sehingga menciptakan atau merubah 
tatanan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Semakin erat komitmen sebuah 
negara dalam hal demokrasi atas segala keputusan yang diambil untuk 
kemajuan negara, maka akan semakin dekat dengan pencapaian visi dan misi 
                                                             
7
 Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Imu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2013), h. 479. 
4 
 
negara. Sehinggga menjadi negara yang maju dan dapat menjadi panutan 
untuk negara-negara berkembang akan terwujud. 
Negara Indonesia menunjukkan sebuah negara yang sukses menuju 
demokrasi, sebagai contoh nyata diantaranya ialah pemilihan gubernur dan 
wakil gubernur secara langsung atau demokrasi, yang di beri  kebebasan untuk 
memilih suatu keyakinan/agama setiap individu. Namun kenyataannya di 
indonesia pada saat pemerintah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 
dan wakil daerah masih memiliki kendala menuju negara demokrasi 
sebagaimana yang diharapkan. Salah satunya akan dikupas dalam pembahasan 
ini yaitu Golongan Putih (Golput). 
Sebagaimana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. Dapat disimpulkan, ketidak ikutsertanya masyarakat saat 
berjalannya pemerintahan akan berdampak buruk bagi sebuah negara. Maka 
diharapkan seluruh lapisan masyarakat dan khususnya pemerintah dapat 
mengambil langkah cepat, efektif, dan efisien dalam mengambil keputusan 
dan melakukan tindakan perubahan untuk kemajuan negara. 
Dimana dalam hal memaknai berbagai sudut pandang yang berbeda 
dengan cermat, dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki keadaan 




Golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok 
masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam 
                                                             
8Selvian Nuriah, “Golput” (On-line), tersedia di : blogspot.com  (6 Oktober 2018, 15:10), 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pemilu legislatif, pilkada, 
maupun pemilihan kepala desa. Golput disebut juga dengan abstain atau 
blanko pada event pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau 
perusahaan. 
Salah satu upaya dalam membangun kesadaran politik yaitu dengan 
menjalin komunikasi yang baik, sejumlah program dan strategi yang 
dilakukan komisi pemilihan umum sangat diharapkan karena sebuah 
lembaga yang berwenang sekaligus yang berkewajiban untuk 
mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemilihan umum kepala daerah 
supaya memilih tidak gugup lagi akan pemilu bukan saja lantaran golput 
justru lebih menarik untuk dikaji adalah sikap ataupun reaksi para pemilih. 
Sosialisasi politik merupakan konsep kunci dalam mempelajari 
sosiologi politik.sosioalisasi politik jika dikaji lebih dalam akan mencakup 
dengan konsep-konsep sosiologi politik yang lainnya yaitu partisipasi 
politik, rekruitmen politik, dan komunikasi politik. Dahulunya, konsep 
sosialisasi politik ini hanay mendapat perhatian dan para ilmuwan dari 
cabang sosiologi, psikologi, dan antropologi dan kurang begitu mendapat 
perhatian yang serius dari para ilmuwan ilmu politik. Namun, kemudian 
konsep sosialisasi politik mulai mendapat perhatian oleh ilmuwan politik 
yang dimulai dari karya herbert hymen yang berjudul The Political 
Socialization pada tahun 1959. 
Pada hakikat sosialisasi politik merupakan proses individu dapat 
mengenali system politik yang meliputi sifat, persepsi, dan reaksi individu 
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terhadap fenomena-fenomena politik. Rush dan Althoff menerangkan bahwa 
“Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan 
dimana invidu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi 
pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.”9 
Pada pemikiran politik sunni fiqh siyasah di kalangan pemikir sunni 
terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. 
Menurut al-marwardi, imamah (negara) dibentuk dalam rangka 
menggantikan posisi kenabiaan (nubuwwah) dalam ragka melindungi agama 
dan mengatur kehidupan dunia (al-imamah maudha‟atun li khilafat al-
nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat al-dunya). Dalam hukum 
pelembagaan imamah (kepemimpinan, negara), menurut Al-Mawardi, 
adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma‟ulama. Pandangan ini didasarkan 
pada realitas sejarah al-khulafa‟ Al-Rasyidun dan para khalifah sesudah 
mereka, baik bani umaiyah maupun bani abbas, yang merupakan kesatuan 
politik umat islam ketika itu.
10
 
Pandangan Al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah usul fiqh ma‟ la‟ 
yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak sempurna 
terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut 
juga wajib dipenuhi). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan 
adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk terciptanya 
kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib 
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Elly M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana, 2013), 
h.168 
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Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h. 122. 
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(fardhu kifayah). Hal ini juga sesuai dengan kaidah amr bi syay‟ amr bi 
wasa‟ilihi (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk 
mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubug-
penghubungnya). 
Pendapat al-mawardi di atas juga sejalan dengan pemikiran al-Ghazali. 
Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup 
tanpa bantuan orang lain. Disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat 
namun demikian lanjut imam al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya 
untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk 
persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan diatas al-
Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan 
kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbngan akal rasio, melainkan 
berdasarkan kewajiban agama (syar‟i).  
Hal ini dikarenakan bahwa kesejahteraan dan kebahagian akhirat tidak 
tercapai tanpa pengalaman dan penghayatan agama secara benar. Al-Ghazali 
menyatakan bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua 
saudara yang kembar yang lahir dari rahim seorang ibu. Keduanya saling 
melengkapi. Dalam teorinya, al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah 
landasan atau baris bagi kehidupan manusia dan politik adalah penjaganya. 
Keduanya mempunyai hubungan erat. Politik tanpa agama bisa hancur, 
sebaliknya agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia.
11
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Kekuasaan politik atau penguasa merupakan penjaga bagi pelaksanaan 
agama. Pemikiran tersebut dapat dilacak akarnya dari pandangan beberapa 
ahli politik dan ketatanegaraan sunni mengenai sumber kekuasaan dan 
kewenangan penguasa. Kalangan sunni biasa menganggap bahawa 
kekuasaan kepala negara (khalifah) berasal dari tuhan. Dalam sejarah islam, 
yang pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai khalifah (wakil) tuhan 
dibumi–nya adalah khalifah Abu Ja‟far Al-Manshur dari bani abbas. 
Pernyataan ini menunjukanbahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat 
tuhan. Kekuasaannya adalah suci dan mutlak serta harus dipatuhi. Khalifah 
adalah bayang-bayang allah di dunia (zhill allah fi al-ardh). 
Pandangan ini mendapat pembenaran dari Ibn Abi Rabi‟, pemikir sunni 
yang hidup pada abad ke-3 H/9 M. Di masa pemerintahan al-Mu‟tashim, 
khalifah bani abbas kedelapan. Ibn abi rabi‟ mencari dasar bagi legitimasi 
keistimewaan hak-hak khalifah atas rakyatnya dalam ajaran agama, yaitu 
terdapat dalam surah Al-An‟am, 6:165 dan An-Nisa, 4:59. 
                       
                          
 
Artinya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan 
Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 
beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan 
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 Departemen Agama Qur‟an Surat Al-An‟am 165 Yayasan Penyelenggara dan 
Penterjemah Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Depang RI, 2000 
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Selain ayat yang diatas terdapat ayat lainnya yaitu sebagai berikut: 
                         
                           
            
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 




     
Berdasarkan latar belakang tersebutlah, peneliti belum pernah 
menemukan adanya penelitian terhadap MUI Lampung tentang Golput 
dalam Pilkada, dan peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih jauh 
Golput dalam Pilkada menurut Pemikiran MUI Lampung. Maka 
penyusunan skripsi ini diberi judul “ANALISIS HUKUM ISLAM 
MENGENAI GOLONGAN PUTIH DALAM PILKADA MENURUT 
PERSPEKTIFMUI LAMPUNG”. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pandangan MUI Provinsi Lampung mengenai alasan Golongan 
Putih Dalam Pilkada? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Golongan Putih dalam 
Pilkada? 
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E. Tujuan dan Signifikasi Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan MUI Provinsi Lampung 
mengenai alasan golput Dalam Pilkada? 
b. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap 
Golput dalam Pilkada? 
2. Signifikasi Penelitian 
a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi 
pembaca khususnya yang terkait pembahasan dalam skripsi ini. 
b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan 
pemikiranMUI Lampung tentang Golput dalam Pilkada yang telah 
sesuai atau tidak dengan Al-Qur‟an dan As-sunnah. 
F. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang 
langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang brekenaan 
dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan 
dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.
14
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
a. Jenis Penelitian 
 Menurut jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 
research). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan 
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untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.
15
 Yakni dari 
berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas 
tentang Golput dalam Pilkada, termasuk juga data primer hasil 
interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek 
penelitian. Jadi, untuk mendapatkan informasi tentang Golput dalam 
Pilkada menurut pandangan MUI Lampung, penulis melakukan 
wawancara dengan MUI Lampungsecara bebas dan terpimpin. Bebas 
terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun masih 
dipimpin oleh kerangka pertanyaan.  
b. Sifat Penelitian 
 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek 
yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.
16
Deskriptif 
adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan 
interprestasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi 
jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan 
menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.
17
Penulis akan 
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 Susiadi, Metode Penelitian  (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut 
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2.  Data dan Sumber Data 
a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau 
lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada 
penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data 
dari pemimpin dan seseorang yang juga mempunyai jabatan selain 
dari pemimpin. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, karya 
ilmiah yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat 
sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, 
kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. 
Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang 
berkaitan dengan golput dalam pilkada menurut perspektif MUI 
Provinsi Lampung. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dan objek yang di 
teliiti.
18
 Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh 
pegawai MUI provinsi Lampung, refrensi atau wakil dari satu populasi 
yang cukup besarjumlahnya.
19
Populasi keseluruhan yang ada di Majelis 
Ulama Indonesia yang mempunyai jabatan berjumlah 171 orang. 
Sampel adalah bagian objek dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut.
20
Peneliti mengambil Sampel dengan menggunakan 
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tehnik Purposive Sampling yaitu mengambil sampel yang ditujukan 
kepada responden yang dikehendaki dan dianggap mewakili serta 
memberikan keterangan yang mengarah sehingga memperoleh data yang 
factual.Sampel yang diambil peneliti berjumlah 4 orang yang terdiri dari 
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil ketua, Sekretaris. Dan 
komisi dakwah dan pengembangan masyarakat.dengan penelitian ini 
penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai 
sampel dan dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang 
sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. 
4. Tehnik Pengumpulan Data 
      Tehnik pengumpulan data merupakan merupakan tehnik yang 





Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.
22
 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 
mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawsab dengan bertatap 
muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) 
dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide. Untuk 
mendapatkan informasi secara lengkap tentang Golput dalam Pilkada 
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menurut perspektif Pemikiran MUI Lampung, penulis melakukan 




Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 
buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.
24
 Dokumentasi 
disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi 
lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu 
upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan 
dengan permasalahan yang terjadi. 
Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan 
mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Golput 
dalam Pilkada menurut perspektif Pemikiran MUI Lampung, seperti 
data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-
data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca 
referensi terkait. 
5. Pengelolaan data 
Pengelolaan data yaitu suatu proses dalam memperoleh data ringkasan 
dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu, seperti:  
a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (row data) atau 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya adalah untuk 
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 
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dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat 
dilengkapi atau diperbaiki.  
b. Koding, adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada 
responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan 
dengan cara memberikan kode/tanda berbentuk angka pada masing-
masing jawaban.Dalam melakukan koding itu ada 2 langkah yang 
haru ditempuh, yaitu :  
1) Menentukan kategori-kategori yng akan digunakan.  
2) Mengalokasikan jawaban-jawaban respon-den pada kategori-
karegori terebut.  
6. Analisa Data 
Data dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam 
penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 
gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat 
yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan 
teknik untuk memuaskan keingintahuan penelitian pada suatu yuridis atau 
cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Analisa data 
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A. KAJIAN TEORI 
1. Hukum Islam 
a. Pengertian Hukum Islam 
Hukum Islam merupakan rangkaian kata „hukum‟ dan „Islam, 
secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan 
tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, 
disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, 
berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah 
seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah dan sunah rasul tentang 
tingkah aku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk 
semua yang beragama Islam. Pengertian hukum islam menurut para ahli 
diungkapkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum 
islam adalah koleksi usaha para ahli hukum islam dalam menerapakan 
syari‟at atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia. Hukum 
Islam menurut guru besar universitas Indonesia haliman ialah nama 
biasa yang diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang 
diwahyukan oleh allah kepada nabi muhamad yang diwajibkan kepada 
umat Islam untuk minallah (untuk Allah) dan untuk manusia adalah 
syari‟ah atau lengkapnya syari‟ah Islamiyah yang dalam bahasa 
indonesia lazim disebut syari‟ah Islam. 26 
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 Abdul Wahab Khallaf, “Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh”, h. 36. 
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2. Siyasah Dustruriyah  
Siyasah dustruriyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain 
konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara) , legislasi (bagaimana 
cara perumusan undang-undang) , lembaga demokrasi dan syura yang 
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping 
itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 




Dimana dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. 
Yang berasal dari bahasa persia. Artinya adalah “seseorang yang 
memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam 
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan 
anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (majusi). Menurut 
istilah, dustur berarti kumpilan kaidah yang mengatur dasar dan 
hubungan kerja sama antra sesama anggota masyarakat dalam sebuah 
negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis 
(konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap kedalam bahasa indonesia, 
yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.  
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b. Legislasi  
Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi 
disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri‟iyah, yaitu kekuasan 
pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. 
Menurut islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang 
akan diberlakukan bagi umat islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh 
allah dalam surah al-an‟am, 6:57 (in al-hukm illa lillah).28 
c. Ummah  
Kata “ummah” (diindonesiakan menjadi umat) adalah sebuah 
konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita, akan tetapi sering 
dipahami secara keliru, istilah ini, karena begitu dekatnya dalam 
kehidupan kita sehari-hari, tak jarang terabaikan dan tidak 
dianggap sebagai pengertian ilmiah. Padahal, tidak kurang 
orientalis W. Montgomery Watt dan Benard Lewis, membahas 
konsep ini secara serius dalam karangan mereka. Dalam 
terminologi islam, istilah “ummah” konsep yang unik dan tidak ada 
padanannya dalam bahasa-bahasa barat. Sedangkan dalam 
ensiklopedia indonesia “umat” mengandung empat macam 
pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu 
padu 
29
atas dasar iman/sabda tuhan, (2) penganut suatu agama atau 
pengikut nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat 
mausia. 
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 Ibid, h. 214. 
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d. Syura dan Demokrasi  
Kata “syura” berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis berarti 
mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian 
ini, kata syura atau dalam bahasa indonesia menjadi “musyawarah” 
mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau 
dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh 
kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang 
mengeluarkan madu yang yang berguna bagi manusia. Keputusan 
yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan 
berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.  
Al-Qur‟an menggunakan kata syura dalam tiga ayat. Pertama, 
surat al-baqarah, 2: 233 yang membicarakan kesepakatan 
musyawarah yang harus ditempuh suami istri kalau mereka ingin 
menyapih anak sebelum umur dua tahun. Adapun ayat yang kedua 
dan ketiga, yaitu surat ali-imran 3: 159 dan asy-syura, 42: 38 
berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Seacara 
prinsip, konsep syura berasal dari langit yang diwahyukan allah 
kepada manusia melalui Nabi Muhamad SAW, Sedangkan 
demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari barat. 
Dari segi aplikasinya, pelaksanaaan demokrasi tidak terlepas dari 
budaya barat yang dalam beberapa sisi jelas-jelas berbeda dengan 
nilai-nilai ajaran islam. Menurut iqbal, dalam sejarah islam, 
demokrasi islam (syura) hanya berjalan pada masa sahabat dan ini 
20 
 
harus dihidupkan kembali dalam masyarakat modern, karena 
memuat prinsip-prinsip spiritual, yaitu:  
1) Pemilihan adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan 
kehendak seluruh rakyat;  
2) Secara de facto, kedaulatan politik berada ditangan rakyat; 
3) Msyarakat muslim berdasarkan pada kesamaan mutlak seluruh 
anggotanya; 
4) Kepala negara bukanlah iman tertunggi dalam islam dan bukan 
merupakan wakil tuhan. Ia mungkin saja berbuat salah dan 
harus tunduk pada hukum tuhan;  
5) Meskipun kepala negara, ia dapat dituntut dimuka sidang 
pengadilan; 
6) Kepala negara memang dapat mencalonkan penggantinya, tapi 
pencalonannya batal bila ditolak rakyat; 
7) Rakyat berhak melakukan impeachment terhadap kepala negara 
kalau ia berlawanan dengan syari‟at. 
2.  Hak dan Kewajiban dalam Pilkada 
a. Pengertian Hak dan Kewajiban 
Pada azasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam 
Pemilihan Umum. Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan 
umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari: 
a. Hak pilih aktif (hak memilih) 
b. Hak pilih pasif (hak dipilih) 
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Setiap warga negara  Indonesia yang pada hari pemungutan suara 
sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, 
mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah 
mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah 
terdaftar sebagai pemilih.
30
 Seseorang yang  telah mempunyai hak 
memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi 
persyaratan: a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya; b) tidak sedang dicabut 
hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan  yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang 
telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak 
lagi memenuhi persyaratan tersebut diatas, tidak dapat menggunakan hak 
memilihnya.
 
Masalah dan gejolak sering kali terjadi ditengah-tengah masyarakat. 
Halini disebabkan  karena tidak akuratnya data pemilih.  Ada warga 
masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata 
tidak terdaftar dalam  Daftar Pemilih  Tetap (DPT),  malah  sebaliknya 
orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam 
DPT. Sebenarnya masalah inil ebih bersifat teknis dan administratif, tetapi 
oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga 
tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik. 
Berdasarkan pengamatan, ketidak akuratan pemilih/ DPT ini 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 






a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana halini 
merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam halini 
Depatemen dalam Negeri beserta jajarannya. 
b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU 
beserta jajarannya dengan baik. 
c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, 
agar merekater cantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
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a. Pengertian Pilkada 
Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian 
kedaulatan rakyat kepada peserta pemiludan/ atau calon anggota DPR, 
DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/ Wakil Kepala 
Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan 
kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik 
mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi 
elite,  yang dilakukan secara perio dik dan tertib.
32
 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau 
sering kali disebut Pilkada atau Pemilu ada, adalah bagian dari 
implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang 
bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. 
Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi 
pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, 




Ramlan Surbakti, Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokras , dalam Ramlan 
Surbakti, dkk(Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, 
(Jakarta: Kemitraan Jakarta, 2008), h 27. 
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berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh Karena itu Kepala Daerah 
harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya. 
Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekruitmen 
kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang 
melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat 
terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam 
kehidupan politik didaerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya 




Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/ atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2017 
menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/ atau Wali kota dan Wakil Wali kota, selanjutnya disebut 
Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan 
kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
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 Agus Hadiawan ,Evaluas iPemilihan Kepala Daerah Langsung diProvinsi Lampung 
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Desember 2009, h637 
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 Budiardjo, Mariam.“Demokrasi di pakistan”, Kompas, 11 dan 12 Agustus 1996 
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b. Dasar Hukum Pilkada 
Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan 
yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat 
kenegaraan, UndangUndang Dasar 1945 juga menentukan batas batas 
berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan 
diantara mereka.
35
 Materi  yang   diatur   dalam  peraturan  perundang- 
undangan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak 
diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. 
Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum 
maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam 
Undang-Undang  Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam 
Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah(PP), PeraturanPemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang 
terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan 
utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah 
(PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)dan 
sebagainya dan  yang menjadi DasarHukum Pemilihan Kepala Daerah 
adalah: 
a. Undang-Undang Das 
b. ar 1945 
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
d. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas 
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Budiardjo Mariam,Dasar-DasarIlmuPolitik,(Jakarta PrimaGrafika,,2013), h.169 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur,  Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang 
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
4Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati dan/atau Wali kota danWakil Wali kota Tahun 2017 
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
5Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atauWalikota dan Wakil Walikota.
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c. Tujuan Pilkada 
Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan 
pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem 
pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan 
tertinggi dalam Pasal 4ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk 
melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara 
Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena 
tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan 
dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan 
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 Al Rasjid, Harun. Beberapa Pandangan Mengenai Undang-Undang Pemilihan Umum 
1969. Djakarta: Pelita Ilmu, 1970.  
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adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar 
(propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 
1945.
37
 Dalam konteks Pilkada,  Pemilihan Kepala  Derah  dan Wakil 
Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang 
lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung 
dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan 
kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung 
dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.
38
 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 
diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 
pelaksanaanya, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian 
otonomi daerah yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tersebut yakni : 
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 
aspek demokrasi,  keadilan, pemetaan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah 
b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranandan 
fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi 
pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah 
daerah 
c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara 
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Adalima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung 
bagi perkembangan  Demokrasi diIndonesia : 
a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat 
karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daeraah dan 
Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan 
secara langsung. 
b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-
Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing 
sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
dipilih secara demokratis. 
c. Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran 
demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran 
praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk 
kesadaran kolektif segenapun surbangsa tentang pentingnya memilih 
pemimpin yang benar sesuai hati nurainya. 
d. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. 
Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh 
pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam 
pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam 
mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan 





kesejahteraan masyarakat dengan selalum emperhatikan kepentingan dan 
aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. 
e. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi 




Pendorong munculnya pilkada langsung antaralain : 
a. Sistem perwakilan (LewatDPRD) diwarnai banyak kasus. Setidaknya 
ada tiga kasus yang terjadi, yakni : 
1). Proses pemilihan  dan pelantikan  diwarnai dugaan kasus politik 
uang dan intervensi pengurus partai politik dilevel lokal maupun pusat 
2). Untuk meloloskan LPJ tahunan sering menggunakan politik uang 
3). Kasus pemecatan atau pemberhentian kepala daerah akibat 
kepentingan  DPRD tidak diakomodasi 
b. Rakyat dapat berperan langsung. Pilkada langsung sering disebut 
sebagai kemenangan demokrasi rakyat atas demokrasi perwakilan. 
Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati 
sehingga wajar apabila kepercayaan yang  diberikan kepada wakil 
rakyat tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, maka 
kepercayaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sendiri. Dengan 
demikian manipulasi dan intervensi berlebihan gaya politik lokal dapat 
dihindarkan. Negara berkewajiban memfasilitasi rakyat untuk 
mewujudkan  kedaulatan  tersebut. 
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c. Peluang terjadinya politik uang akan makin tipis. Politikuang 





a. Pengertian Golput 
Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait 
pemilihan langsung, tetapi ada sebuah pandangan lainya berseberangan 
dan bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut 
adalah perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena 
politik dalam sebuah negara demokrasi. Pelaku golput memiliki tujuan 
mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah. Sisi lain yang 
membuktikannya adalah pemerintah  yang  telah  memberikan  ruang   
aspirasi  bagi  kepentingan kelompok ekstra parlementer. Kenyataan itu 




Golput adalah merekayang dengansengaja dan dengan suatu maksud 
dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu.
42
 
Beberapa ahli berpandangan bahwa wargayang berhalangan hadir 
ditempat pemilihan suara (TPS) karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS 
atau luput dari pendaftaran, otomatis tidak termasuk kategori golput. 
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Pandangan tersebut diperkuat dengan pandangan yang dikemukakan oleh 
Muhammad Asfar dalam Efriza yang mengatakan bahwa: “Batasan 
perilaku nonvoting tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih 
karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh 
pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada di 
suatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau ditengah hutan yang 
tidak memungkinkan untuk memilih. Dalam konteks semacam ini, 
nonvoting adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilih 
pada  saat hari  H  Pemilu karena faktor  tidak adanya motivasi.”43 
Pandangan lain seperti yang dikemukakan Pahmi mengatakan golput 
sebagai kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam 
suatu pemilihan. Sejak awal ada sekelompok orang yang tidak mau 
didaftarkan sebagai pemilih sehingga  tahapan pemilu tidak diikutinya. 
Selain itu ada juga sekelompok orang yang terdaftar sebagai pemilih, 
tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
44
 
Golput secara tidak langsung berhubungan dengan perasaan terkait 
dengan rasa  kepuasan atau ketidak puasan dari masyarakat itu sendiri 
sebagai pemilih. Ketidak hadiran dalam golput juga dapat dikaitkan 
dengan perhitungan untung dan rugi seseorang sebagai pemilih. 
Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Susan WelchEfriza yang 
menyatakan sebagai berikut: “Ketidakhadiran seseorang  dalam pemilu 
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berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang 
memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak 
hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Disamping itu, ketidak 
hadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang 
merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilu, 
tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih 
menguntungkan.”45 
Ketidakpuasan juga dapat dikaitkan sebagai bentuk protes terhadap 
sesuatu yang telah terjadi. Protes tersebut tentunya berkaitan dengan hal 
politik. Arbi Sanit menilai bahwa golput adalah gerakan protes politik 
yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan. Sasaran protes 
masyarakat golput  adalah   pemilu  dan  tujuannya   mewujudkan   




Golput juga merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap 
objek politik, hal ini seperti yang dikemukakan Arief Budimandalam Joko 
Prihatmoko yang mengatakan bahwa: “golput bukan organisasi, tanpa 
pengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas.  Golput adalah 
sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan  keadaan  dan  
aturan main  demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan 
pemerintah demi memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat 
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negara melalui cara diluar batas aturan main demokratis. Keberadaan 
golput mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung 
tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik, golput melakukan 
gerakannya dengan diam.”47 
Arief Budiman secara tidak langsung mengatakan golput itu adalah 
hal yang dilakukan seseorang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat 
pilihannya tidak sah dengan merusak atau mencoblos diluar ketentuan 
yang ada. Dia juga menghubungkan golput dengan orang yang tidak 
percaya dengan hasil pemilu dan tidak mau berpartisipasi. Orang tersebut 




Perilaku tidak memilih atau lebih dikenal dengan golput merupakan 
bentuk pemikiran yang terbentuk dari pribadi masing-masing yang 
terbentuk sendiri maupun terbentuk dari pengaruh lingkungan/orang lain. 
Berdasarkan penjelasan dan pendapat mengenai golput dari para ahli 
diatas, golput dapat diartikan  sebagai suatu gerakan  sekelompok orang  
(masyarakat) atau individu yang tidak menggunakan  hak  pilihnya.  
Sekelompok  orang  atau individu tersebut memiliki alasan yang sengaja 
untuk tidak memilih serta memiliki tujuan yang jelas mengenai hal yang 
dilakukannya tersebut dan juga dengan dampak atau akibat yang akan 
terjadi nantinya. Golput juga sebagai wujud protes politik dikarenakan 
adanya perasaan yang tidak puas dalam kehidupan masyarakat yang 
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disebabkan oleh sistem dan objek politik  yang adadi sekitarnya.
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b. Sejarah Lahirnya Golput 
Pemikiran golput memang muncul dari kalangan yang 
berpendidikan. Memasuki erareformasi diIndonesia, masyarakat cenderung 
memiliki pemikiran yang relatif lebih maju dan kritis. Pemikiran itu tidak 
terbatas pada latar belakang pendidikan yang tinggi,  tetapi  masyarakat 
yang berpendidikan rendah pun telah memiliki pemikiran yang berasal dari 
penilaian pribadi. Penilaian tersebut merupakan alasan yang menyebabkan 
mereka untuk menjadi golput dalam suatu pemilihan langsung. 
Berbagai  alasan  yang   melatar belakangi  golput  dapat dijelaskan 
lebih singkat  dan  jelas di bawah ini: 
a. Adanya kejenuhan politik, dengan banyak pemilihan umum mulai dari  
pemilu legislatif,  pemilihan  presiden,  pemilihan kepala daerah 
gubernur, bupati, hingga pemilihan kepala desa yang berujung pada 
kejenuhan politik. 
b. Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongkrit dari pemilihan 
umum tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan bagi kehidupan  
masyarakat baik dari  segi ekonomi maupun sosal dan budaya. 
c. Hilangnya kepercayaan masyarakat  kepadapolitisi,  janji-janji politik 
yang dilakukan politisi ternyata tidak terbukti. 
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d. Kebutaan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem   
pemilihan   umum  dan   perubahan-perubahan   terkait dengan pemilu 
tersebut. 
e. Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sederhananya sistem politik 
menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak 
pilihnya. 
f. Hilangnya kepercayaan terhadap panitia penyelenggara pemilu seperti 
KPU dan Panwaslu. 
g. Adanya indikasi keterlibatan dan keberpihakkan pemerintah, PNS, 
POLRI, dan TNI dalam proses pemilu. 
50
 
Golput yang identik dengan ketidakhadiran dapat dikaitkan dengan 
perasaan yang timbul akibat ketidakpercayaan dan ketidaksukaan 
masyarakat terhadap sistem politik, rezim yang berkuasa, partai politik, 
dan kandidat.
51
 Bentuk ketidak sukaan dan ketidak percayaan tersebut 
seperti yang dikemukakan Muhammad Asfarberikut ini: 
a. Ketidak hadiran di interpretasikan kepada sistem politik, berbeda 
dengan kehadiran yang sering di interpretasikan sebagai bentuk 
“loyalitas” atau kepercayaan pada sistem politik yang ada. 
b. Ketidak hadiran pemilih  dianggap  sebagai reaksi/ekspresi dari ketidak 
sukaan   masyarakat  terhadap   rezim  yang   berkuasa. Asumsi 
tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidak hadiran pemilih  
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dimaknakan  sebagai indikator  lemahnya legitimasi rezim yang 
berkuasa. 
c. Ketidak percayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.52 
Sebagaimana yang terjadi, mereka yang memilih golput umumnya di 
latar belakangi oleh pendidikan yang rendah, tinggal dipedesaan, dan juga 
butaakan hal politik, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi 
mereka yang berpendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, dan memiliki 
kesadaran politik yang baik. Seiring perkembangan zaman dan wawasan 
mengenai kehidupan politik saat ini,  pendukung   golput  tidak  terbatas  
dari  karakteristik  tingkat pendidikan semata, tetapi juga dari tingkat 
pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan 
ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan latar belakang sosial 
ekonomi. Faktorlatar belakang sosial ekonomi hanya salah satu yang 
menjadi penyebab golput. 
Berdasarkan hasil tulisan Muhammad Asfar dalam “Presiden Golput”, 
Efriza setidaknya menyimpulkan ada empat faktor yang menjadi penyebab 
golput, yaitu: 
a. Faktor Psikologis 
Faktor ini berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang dan 
orientasi kepribadian. Perilaku golput berkaitan dengan kepribadian 
seseorang  melihat  bahwa kepribadian yang tidak toleran,otoriter, tak 
acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai  
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tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orientasi 
kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan 
kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak 
memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan  politik, menganggap  
dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh 
terhadap hidupnya. 
b. Faktor Sistem Politik 
Faktor ini berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilu 
secara langsung. Pemilih melakukan protes terhadap sistem politik dan 
sistem pemilu terutama kecewa dengan kebijakan  dan  implementasi  
dari  pemerintah. Sistem  politik yang dibangun rezim berkuasa saat ini 
dirasakan pemilih tidak mampu membangun demokrasi yang sehat. 
Sistem pemilu proporsional juga dinilai tidak membawa perubahan 
politik dan tidak menjamin kedekatan antara wakil dan terwakili. 
c. Faktor  Kepercayaan Politik 
Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas 
kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu 
ekspresiatas perasaan keterasingan (alienasi). Fenomena faktor 
kepercayaan politik ini biasanya munculkarena ketidak percayaan 
terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan akhirnya adanya 





d. Faktor Latar belakang Status Sosial-Ekonomi 
Faktor ini terbagi lagi kedalam tiga indikator, yaitu  tingkat 
pendidikan,  tingkat pekerjaan,  dan tingkat pendapatan. RaymondE. 
Wolfinger dan Steven J. Rossenstone menjelaskan bahwa: 
1). Tingkat  pendidikan  tinggi  menciptakan  kemampuan lebih besar 
untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan 
yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari 
politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam 
proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan StevenJ. 
Rossenstone menunjukkan hubungan antaratingkat pendidikan 
dengan tingkat ketidak hadiran selalu menunjukkan arah 
berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah 
cenderung menunjukkan angka ketidak hadiran dalam pemilu 
cukup tinggi. 
2). Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. 
Para pemilih yang bekerja dilembaga berkaitan langsung dengan 
pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam 
pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga 
yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan 
pemerintah. 
3). Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung   
beban  finansial  akibat  keterlibatannya dalam proses pemilu. 
Menurut RaymondE. Wolfinger dan StevenJ. Rossenstone, para 
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pemilih yang tingkat pendapatannya rendahc enderung 




Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab golput 
diatas khususnya mengenai pendapat RaymondE. Wolfinger dan 
Steven J. Rossenstone, penelitian ini memakai empat faktor, yaitu 
faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan 
faktor latar belakang status sosial-ekonomi.
54
 
Faktor psikologis untuk mengetahui penyebab golput yang dilihat 
dari kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Kepribadian 
seseorang ini  melihat  bahwa kepribadian yang tidak  toleran,  
takacuh,  kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan 
semacamnya. Apabila dijelaskan lebih spesifik, kepribadian seseorang 
ini berkaitan dengan diri pribadi pemilih yang terlihat kurang 
bertanggung jawab, tidak acuh, dan tidak toleran seperti tidak memilih 
karena sakit /lelah /malas, adanya keluarga yang sakit/wafat, 
keenganan ke TPS karena hujan dan letaknya jauh dari rumah, dan 
lain-lain. Orientasi  kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi 
politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik,   merasakan  
aktivitas  politik   tidak   memengaruhi  peristiwa maupun 
kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan 
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politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya. Faktor 
sistem politik mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem 
politik dan sistem pemilu karena kecewa dengan kebijakan dan 
implementasi dari pemerintah, pemilih melihat sistem pemilu tidak 
membawa kepada perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, 
pemilih merasakan jenuh dengan banyaknya pemilihan yang 
dilakukan sebelumnya, pemilih kecewa karena tidak mendapat 
undangan / tidak terdaftar,  pemilih  kecewa  dengan  kinerja  panitia  
penyelenggara pemilihan (KPU, PPK, dan PPS), pemilih melihat 
keberpihakkan pemerintah dalam proses pemilihan, dan lain 
sebagainya. 
Faktor kepercayaan politik mengetahui penyebab golput yang 
melihat dari ketidak percayaan terhadap saluran politik dalam bentuk 
kandidat atau partai politik. Lebih jelasnya, faktor ini melihat pemilih 
yang tidak percaya kepada janji politik, ketidaksukaan kepada 
pemimpin yang berkuasa saat ini, kandidat kurang berprestasi 
kandidat tidak dekat dengan masyarakat, kemampuan kandidat kurang 
memadai, kecewa karena   masih  maraknya  praktik KKN, pemilih 
kecewa  karena pilihannya tidak ikut berkompetisi, dan lain-lain.
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Faktor latar belakang status sosial-ekonomi mengetahui penyebab 
golput yang dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan 
tingkat pekerjaan. Penelitian RaymondE. Wolfinger dan StevenJ. 
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Rossenstone menunjukkan pemilih yang tingkat pendidikannya  
rendah cenderung menunjukkan angka ketidak hadiran dalam pemilu 
cukup tinggi. Para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah 
cenderung menunjukkan angka  ketidakhadiran cukup tinggi dalam 
pemilu.  Pemilih yang memiliki pekerjaan tertentu lebih menghargai 
partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja dilembaga pemerintah 
cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu 
dibandingkan pemilih yang bekerja di lembaga yang tidak mempunyai 
kaitan dengan kebijakan  pemerintah.
56
 
e. Penanaman Kesadaran Golput 
Perilaku tidak memilih atau golput umumnya dipakai untuk 
merujuk pada fenomena ketidak hadiran seseorang dalam pemilu 
karena tidak adanya motivasi. Masyarakat pada beberapa negara 
berkembang saatini mewujudkan perilaku golput tidak hanya dengan 
tidak hadir ketempat pemungutan suara saja. Mereka melakukan hal 
sebaliknya, dimana mereka tetap datang ketempat pemungutan suara 
dengan tidak mencoblos kartu suara atau merusak kartu suara. Bentuk 
perilaku golput ini dilakukan sebagai ekspresi protes terhadap pihak 
pemerintah, partai politik, dan  lembaga-lembaga demokrasi  lainnya. 
Perilaku golput di Indonesia pada umumnya dapat dimanifestasikan ke 
dalam beberapa bentuk, seperti yang dikemukakan Efriza berikut ini: 
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1) Orang yang menghadiri TPS sebagai aksiprotes terhadap pelaksanaan 
pemilu dan sistem politik yang ada. 
2) Orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya 
secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar. 
3) Orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian 
putih dari kartu suara. Perilaku ini merupakan refleksi protes atas 
ketidak puasan terhadap sistem politik yang sedang berkembang. 
4) Orang yang tidak hadir di TPS dikarenakan mereka memang tidak 
terdaftar  sehingga tidak memiliki hak suara.  Perilaku golput ini 




f. Bentuk Kesadaran Golput 
Perilaku golput merupakan salah satu fenomena yang menja dibagian 
dalam  pemilihan  umum  sebagai  perwujudan  asas  demokrasi kenegaraan. 
Memahami perilaku golput memang tidak sebatas pengamatan semata. 
Perilaku golput juga susah untuk dijelaskan karena alasan yang berbeda-beda 
dari pemikiran dan latar belakang setiap pemilih. Muhammad Asfa 
rmenjelaskannya dalam tulisan “perilaku golput” untuk membantu dalam 
memahami perilaku bentuk golput, diantaranya: 
a). Pendukung golput yang mengaku akan mengekspresikan perilakunya 
dengan caratidak menghadiri bilik suara, setidaknya ada empat alasan 
sebagai argumentasi mereka tidak hadir di bilik suara,yaitu: 
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 1). Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR, dan 
parpol. 
2). Tidak adanya nilai yang lebih dari proses pemilu yang terjadi. 
3). Adanya urusan yang lebih penting seperti disinggung di atas 
mengenai tidak adanya nilai yang  lebih dari proses pemilu. 
4). Dikarenakan malas saja karena tidak adanya nilai lebih dari 
aktivitas politik melalui kehadiran di bilik suara. 
b). Pendukung golput yang beralasan tetap hadir ketempat pemungutan 
suara meskipun sudah menetapkan tidak memilih, ada beberapa alasan 
yang  melatar belakanginya, yaitu: 
1). Untuk menghindari sorotan penguruskampung, khususnya Ketua 
RT. 
2). Untuk menghindari perbincangan paratetangga. 
3). Sebagai tindak pencegahan atas kecurangan yang mungkin bisa 
dilakukan panitia pemilihan akibat ketidak hadirannya keTPS.
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c). Pendukung golput yang mengekspresikan perilakunya dengan 
mencoblos lebih dari satu  di data tanda gambar, memasukkan kartu 
suara kosong atau mencoblos bagian putih dari kertas suara, 
pertimbangannya sebagai berikut: 
1). Sebagai aksi protes baik kepada pemerintah, anggotaDPR-DPRD, 
dan parpol. 
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 2). Agar kertas suara tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang 
tidak bertanggung  jawab. 
3). Untuk memberikandorongan dan keberanianpada publik agar 
beranimenunjukkan sikap protesmereka melaluimerusak kertas suara. 
4).  Agar parpol dan kandidat memperhitungkan keberadaan kelompok  
golput.  
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terjadi apatisme yang melemahkan legimitasi kepemimpinan dan 
membahayakan kelangsungan pemerintahan. Adapun persamaan 
dalam penelitian inin adalah menggunakan metode kualitataif dangan 
deskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 
perbedaaan penelitian ini dengan penulis yaitu penulis mengambil 
judul tentang Analisis Hukum Islam Mengenai Golput Dalam Pilkada 
Menurut Perspektif  Majelis Ulama Indonesia Lampung yang terfokus 
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